BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Yyk belum dapat menerapkan konsep keadilan restoratif
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana penjara LPKA
Wonosari selama 3 (tiga) tahun tidak dapat dinyatakan sebagai perwujudan
keadilan restoratif karena konsep ini harus melihat dari kedua belah pihak.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor Pid.Sus-
Anak/2020/PN Yyk tidak mempertimbangkan aspek pemulihan terhadap
korban yang mengalami luka berat akibat yang dilakukan anak pelaku, yang
semestinya putusan tersebut dapat disertai kewajiban kepada anak untuk
memulihkan korban sehingga konsep keadilan restoratif tidak dapat

diterapkan,

B. Saran
Majelis hakim apabila di kemudian hari dalam menangani suatu perkara
yang salah satunya berupa kasus klitih oleh anak sebaiknya mengedepankan
penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep keadilan restoratif.
Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, majelis hakim dapat
menerapkan konsep keadilan restoratif dalam bentuk diversi sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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